
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001

TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN,

SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA

LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH

TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib

administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor

30 Tahun 2003;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Keputusan …
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4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,

dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN

ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON

DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI

DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR

30 TAHUN 2003.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun

2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003 diubah sebagai berikut

:

1. Ketentuan …
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1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi

sebagai berikut :

“Pasal 3

LPND terdiri dari :

1. Lembaga Administrasi Negara, disingkat LAN;

2. Arsip Nasional Republik Indonesia, disingkat ANRI;

3. Badan Kepegawaian Negara, disingkat BKN;

4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, disingkat

PERPUSNAS;

5. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, disingkat

BAPPENAS;

6. Badan Pusat Statistik, disingkat BPS;

7. Badan Standardisasi Nasional, disingkat BSN;

8. Badan Pengawas Tenaga Nuklir, disingkat BAPETEN;

9. Badan Tenaga Nuklir Nasional, disingkat BATAN;

10. Badan Intelijen Negara, disingkat BIN;

11. Lembaga Sandi Negara, disingkat LEMSANEG;

12. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional,

disingkat BKKBN;

13. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional, disingkat

LAPAN;

14. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional,

disingkat BAKOSURTANAL;

15. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,

disingkat BPKP;

16. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, disingkat LIPI;

17. Badan …
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17. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, disingkat

BPPT;

18. Badan Koordinasi Penanaman Modal, disingkat BKPM;

19. Badan Pertanahan Nasional, disingkat BPN;

20. Badan Pengawas Obat dan Makanan, disingkat BPOM;

21. Lembaga Informasi Nasional, disingkat LIN;

22. Lembaga Ketahanan Nasional, disingkat LEMHANNAS;

23. Badan Meteorologi dan Geofisika, disingkat BMG.”

2. Ketentuan Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42, dihapus.

3. Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi

sebagai berikut :

“Pasal 106

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing LPND,

kecuali BIN, dikoordinasikan oleh Menteri, yang

meliputi :

a. Menteri Dalam Negeri bagi BPN;

b. Menteri Pertahanan bagi LEMSANEG dan

LEMHANNAS;

c. Menteri Perindustrian dan Perdagangan bagi BKPM;

d. Menteri Kesehatan bagi BPOM dan BKKBN;

e. Menteri Pendidikan Nasional bagi PERPUSNAS;

f. Menteri …
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f. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

bagi LAN, BKN, BPKP, dan ANRI;

g. Menteri Negara Riset dan Teknologi bagi LIPI, LAPAN,

BPPT, BATAN, BAPETEN, BAKOSURTANAL, dan

BSN;

h. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional

bagi BAPPENAS dan BPS;

i. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi bagi LIN;

j. Menteri Perhubungan bagi BMG.”

K. Mentri Perhubungan bagi BMG.”

4. Ketentuan Pasal 108 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi

sebagai berikut :

“Pasal 108

(1) Kepala LPND yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil

adalah jabatan eselon Ia.

(2) Apabila Kepala LPND berdasarkan alasan khusus

dijabat oleh Pejabat setingkat Menteri, maka Kepala

LPND yang bersangkutan adalah jabatan non eselon.

(3) Wakil Kepala, Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur

Utama adalah jabatan eselon Ia.

(4) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur, dan

Kepala Unit lain adalah jabatan eselon IIa.

(5) Kepala …
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(5) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang

adalah jabatan eselon IIIa.

(6) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan

eselon IVa.”

5. Ketentuan Pasal 113 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi

sebagai berikut :

“Pasal 113

(1) Mengingat kedudukan dan sifat tugasnya, di lingkungan

BIN dibentuk Staf Ahli.

(2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.

(3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

masalah tertentu sesuai bidang tugasnya.

(4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah

jabatan eselon Ib.

(5) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat

dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.

(6) Di lingkungan BIN dapat dibentuk Pos Wilayah dan

Kelompok Kerja.”

6. Ketentuan Pasal 114 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi

sebagai berikut :

“Pasal 114 …
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“Pasal 114

(1) Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh

BPS, dalam bidang kegiatan statistik dasar di daerah

berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang

statistik, tetap dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

(2) Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh

BKKBN di Kabupaten/Kota dan di Propinsi DKI Jakarta

diserahkan kepada Pemerintah Daerah terhitung mulai

tanggal 1 Januari 2004.

(3) Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh

BKKBN di Propinsi, selain di Propinsi DKI Jakarta, tetap

dilaksanakan oleh Pemerintah sampai ada ketentuan

lebih lanjut.

(4) Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh

BPKP di daerah tetap dilaksanakan oleh Pemerintah

dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap

penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang

kewenangannya masih melekat pada Pemerintah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

(5) Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh

BKN di daerah tetap dilaksanakan oleh Pemerintah

dalam rangka melaksanakan administrasi dan

manajemen kepegawaian negara yang kewenangannya

masih melekat pada Pemerintah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.”

Pasal II …
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Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Januari 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NNOOMMOORR 88 TTAAHHUUNN 22000044

TTEENNTTAANNGG

PPEERRUUBBAAHHAANN AATTAASS

KKEEPPUUTTUUSSAANN PPRREESSIIDDEENN NNOOMMOORR 110011 TTAAHHUUNN 22000011 TTEENNTTAANNGG

KKEEDDUUDDUUKKAANN,, TTUUGGAASS,, FFUUNNGGSSII,, KKEEWWEENNAANNGGAANN,,

SSUUSSUUNNAANN OORRGGAANNIISSAASSII,, DDAANN TTAATTAA KKEERRJJAA MMEENNTTEERRII NNEEGGAARRAA

SSEEBBAAGGAAIIMMAANNAA TTEELLAAHH BBEEBBEERRAAPPAA KKAALLII DDIIUUBBAAHH

TTEERRAAKKHHIIRR DDEENNGGAANN KKEEPPUUTTUUSSAANN PPRREESSIIDDEENN NNOOMMOORR 4477 TTAAHHUUNN 22000033

PPRREESSIIDDEENN RREEPPUUBBLLIIKK IINNDDOONNEESSIIAA,,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2003;

MMeennggiinnggaatt :: 11.. PPaassaall 44 aayyaatt ((11)) ddaann PPaassaall 1177 UUnnddaanngg--UUnnddaanngg DDaassaarr 11994455;;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor

60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000

tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi

Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor

54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Keputusan …

- 2 -

4. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun
2003;

MMEEMMUUTTUUSSKKAANN ::

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN

ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA

SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR

DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2003.

PPaassaall II

BBeebbeerraappaa kkeetteennttuuaann ddaallaamm KKeeppuuttuussaann PPrreessiiddeenn NNoommoorr 110011 TTaahhuunn

22000011 tteennttaanngg KKeedduudduukkaann,, TTuuggaass,, FFuunnggssii,, KKeewweennaannggaann,, SSuussuunnaann

OOrrggaanniissaassii,, ddaann TTaattaa KKeerrjjaa MMeenntteerrii NNeeggaarraa sseebbaaggaaiimmaannaa tteellaahh

bbeebbeerraappaa kkaallii ddiiuubbaahh tteerraakkhhiirr ddeennggaann KKeeppuuttuussaann PPrreessiiddeenn NNoommoorr

4477 TTaahhuunn 22000033,, ddiiuubbaahh sseebbaaggaaii bbeerriikkuutt ::
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11.. KKeetteennttuuaann PPaassaall 88 ddiiuubbaahh,, sseehhiinnggggaa sseelluurruuhhnnyyaa bbeerrbbuunnyyii

sseebbaaggaaii bbeerriikkuutt ::

““PPaassaall 88

DDaallaamm mmeellaakkssaannaakkaann ttuuggaass sseebbaaggaaiimmaannaa ddiimmaakkssuudd ddaallaamm

PPaassaall 77,, MMeenneegg PPAANN mmeennyyeelleennggggaarraakkaann ffuunnggssii ::

aa.. ppeerruummuussaann kkeebbiijjaakkaann PPeemmeerriinnttaahh ddii bbiiddaanngg

ppeennddaayyaagguunnaaaann aappaarraattuurr nneeggaarraa yyaanngg mmeelliippuuttii

pprrooggrraamm,, kkeelleemmbbaaggaaaann,, ssuummbbeerr ddaayyaa mmaannuussiiaa

aappaarraattuurr,, kkeettaattaallaakkssaannaaaann,, ppeellaayyaannaann ppuubblliikk,,

ppeennggaawwaassaann,, ddaann aakkuunnttaabbiilliittaass aappaarraattuurr;;

bb.. ppeennggkkoooorrddiinnaassiiaann ddaann ppeenniinnggkkaattaann kkeetteerrppaadduuaann

ppeennyyuussuunnaann rreennccaannaa ddaann pprrooggrraamm,, ppeemmaannttaauuaann,,

aannaalliissiiss,, ddaann eevvaalluuaassii ddii bbiiddaanngg ppeennddaayyaagguunnaaaann

aappaarraattuurr nneeggaarraa;;

cc.. ppeennyyaammppaaiiaann llaappoorraann hhaassiill eevvaalluuaassii,, ssaarraann,, ddaann

ppeerrttiimmbbaannggaann ddii bbiiddaanngg ttuuggaass ddaann ffuunnggssiinnyyaa kkeeppaaddaa

PPrreessiiddeenn..””
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22.. KKeetteennttuuaann PPaassaall 99 hhuurruuff ii ddiiuubbaahh,, sseehhiinnggggaa PPaassaall 99

sseelluurruuhhnnyyaa bbeerrbbuunnyyii sseebbaaggaaii bbeerriikkuutt ::

““PPaassaall 99

DDaallaamm mmeennyyeelleennggggaarraakkaann ffuunnggssii sseebbaaggaaiimmaannaa ddiimmaakkssuudd

ddaallaamm PPaassaall 88,, MMeenneegg PPAANN mmeemmppuunnyyaaii kkeewweennaannggaann ::

aa.. ppeenneettaappaann ……

-- 44 --

aa.. ppeenneettaappaann kkeebbiijjaakkaann ddii bbiiddaannggnnyyaa uunnttuukk mmeenndduukkuunngg

ppeemmbbaanngguunnaann sseeccaarraa mmaakkrroo;;

bb.. ppeennyyuussuunnaann rreennccaannaa nnaassiioonnaall sseeccaarraa mmaakkrroo ddii bbiiddaannggnnyyaa;;

cc.. ppeenneettaappaann kkeebbiijjaakkaann ssiisstteemm iinnffoorrmmaassii nnaassiioonnaall ddii

bbiiddaannggnnyyaa;;

dd.. ppeenneettaappaann kkeebbiijjaakkaann ssiisstteemm ttaattaa llaakkssaannaa aappaarraattuurr nneeggaarraa

ddaann ppeeddoommaann ttaattaa llaakkssaannaa ppeellaayyaannaann ppuubblliikk sseerrttaa jjuummllaahh

jjaamm kkeerrjjaa uunnttuukk aappaarraattuurr nneeggaarraa;;

ee.. ppeenneettaappaann kkeebbiijjaakkaann aakkuunnttaabbiilliittaass aappaarraattuurr nneeggaarraa;;

ff.. ppeenneettaappaann ppeeddoommaann ssuussuunnaann oorrggaanniissaassii ppeerraannggkkaatt ddaaeerraahh

ddaann ppeeddoommaann ffoorrmmaassii ppeerraannggkkaatt ddaaeerraahh;;

gg.. ppeenneettaappaann ssttaannddaarr ddaann pprroosseedduurr mmeennggeennaaii ppeerreennccaannaaaann,,

ppeennggaannggkkaattaann,, ppeemmiinnddaahhaann,, ppeemmbbeerrhheennttiiaann,, ppeenneettaappaann

ppeennssiiuunn,, ggaajjii,, ttuunnjjaannggaann,, kkeesseejjaahhtteerraaaann,, hhaakk ddaann

kkeewwaajjiibbaann,, sseerrttaa kkeedduudduukkaann hhuukkuumm PPeeggaawwaaii NNeeggeerrii SSiippiill

ddaann PPeeggaawwaaii NNeeggeerrii SSiippiill ddii ddaaeerraahh sseerrttaa ppeeddoommaann tteennttaanngg

rreeaallookkaassii ppeeggaawwaaii;;

hh.. ppeenneettaappaann ppeerrssyyaarraattaann jjaabbaattaann;;

ii.. kkeewweennaannggaann llaaiinn sseessuuaaii ddeennggaann kkeetteennttuuaann ppeerraattuurraann

ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann yyaanngg bbeerrllaakkuu,, yyaaiittuu ppeenneettaappaann

kkeebbiijjaakkaann kkeelleemmbbaaggaaaann aappaarraattuurr nneeggaarraa ddaann jjaabbaattaann



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

ffuunnggssiioonnaall ppeeggaawwaaii nneeggeerrii ssiippiill sseerrttaa kkoooorrddiinnaassii kkeebbiijjaakkaann

ppeellaakkssaannaaaann ppeennggaawwaassaann..””

PPaassaall IIII ……

-- 55 --

PPaassaall IIII

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DDiitteettaappkkaann ddii JJaakkaarrttaa

ppaaddaa ttaannggggaall 3300 JJaannuuaarrii 22000044

PPRREESSIIDDEENN RREEPPUUBBLLIIKK IINNDDOONNEESSIIAA,,

ttttdd..

MMEEGGAAWWAATTII SSOOEEKKAARRNNOOPPUUTTRRII

Salinan sesuai dangan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan

Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands


